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LAPORAN 

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI 

KE PROVINSI ACEH 

PADA RESES MASA PERSIDANGAN V 

TAHUN SIDANG 2022 - 2023 

TANGGAL 14 – 18 JULI 2023 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang 

dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu 

memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan 

dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib 

DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja dalam rangka reses. Untuk itu, 

Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023 

memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga), yaitu Provinsi Provinsi Aceh, 

Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat Daya. 

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, 

ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan 

mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun 

masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah 

Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan 

mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan. Selain itu, kunjungan kerja 

juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan 

kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil 

kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra 

kerja lainnya.  



 

 

 

B. Dasar Kegiatan 

a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai 

dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam 

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023. 

b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI Masa Persidang V Tahun Sidang 2022 

- 2023 tanggal 16 Mei 2023. 

C. Maksud dan Tujuan  

a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-

undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI. 

b. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.  

c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Program-

Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh. 

d. Menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR 

RI, yaitu bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat 

dan makanan. 

D. Kegiatan 

Pertemuan dengan: 

1. Gubernur Provinsi Aceh beserta jajaran; 

2. Perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Aceh; 

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh beserta jajaran; 

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh beserta jajaran; 

5. Kepala BKKBN Aceh beserta jajaran; 

6. Kepala Balai Besar POM di Aceh beserta jajaran; 

7. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh beserta jajaran; 

8. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara beserta 

jajaran; 

9. Kepala BP3MI Aceh beserta jajaran; 

10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. 

 

 

E. Peserta 



 

 

 

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses ke Provinsi Aceh dipimpin oleh Wakil 

Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., dari Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera. 

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada 

Reses sebagai berikut: 

NO 
NO. 

ANGG 
N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL 

1. A-425 Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. 
KETUA TIM / WK. KETUA 

KOMISI IX DPR RI 
PKS DKI JAKARTA II 

2. A-393 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. KETUA KOMISI IX DPR RI NASDEM SULUT 

3. A-182 Dr. H. EDY WURYANTO, S. KP., M. Kep. ANGGOTA PDIP JATENG III 

4. A-212 KRIS DAYANTI ANGGOTA PDIP JATIM V 

5. A-271 Drs. H. DARUL SISKA ANGGOTA GOLKAR SUMBAR I 

6. A-291 Hj. DEWI ASMARA, SH, MH. ANGGOTA GOLKAR JABAR IV 

7. A-320 M. YAHYA ZAINI, SH. ANGGOTA GOLKAR JATIM VIII 

8. A-70 Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. ANGGOTA GERINDRA JAMBI 

9. A-90 drg. PUTIH SARI ANGGOTA GERINDRA JABAR VIII 

10. A-380 NURHADI, S.Pd ANGGOTA NASDEM JATIM VI 

11. A-30 H. SUKAMTO, S.H ANGGOTA PKB D.I.Y 

12. A-531 Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD ANGGOTA DEMOKRAT JAMBI 

13. A-545 LINDA MEGAWATI, S.E., M. Si ANGGOTA DEMOKRAT JABAR IX 

14. A-571 Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. ANGGOTA DEMOKRAT SULSEL I 

15. A-414 H. ANSORY SIREGAR, Lc. ANGGOTA PKS SUMUT III 

16. A-453 H. ALIFUDDIN, S.E., M.M. ANGGOTA PKS  KALBAR I 

17. A-494 DIAN ISTIQOMAH, S. Kep ANGGOTA PAN DKI JAKARTA III 

18. A-465 Hj. NURHAYATI ANGGOTA PPP JABAR XI 

 

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI ACEH 

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera sebagai batas paling 

barat negara Indonesia. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh yaitu sebelah utara dan timur 

berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Sebagai 

provinsi yang mendapat julukan Serambi Mekah, Aceh merupakan salah satu Provinsi 

yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan Aceh dinyatakan dalam UU No. 44 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Prov. Daerah Istimewa Aceh, UU 

No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Prov. Nanggroe 

Aceh Darussalam, dan yang terakhir dinyatakan dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh.  



 

 

 

Pada dasarnya penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan 

beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran 

ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Selain itu, sebagai daerah istimewa, Aceh diberi 

keleluasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

Aceh dalam bentuk peraturan perundangan-undangan daerah sesuai dengan syariat Islam 

yang dikenal dengan nama Qanun. Untuk mendanai seluruh kewenangan otonomi khusus, 

beberapa jenis transfer daerah yang diberikan ke Aceh persentasenya ditetapkan lebih 

tinggi dari daerah yang lain, selain itu Provinsi Aceh juga menerima pendanaan dari Pusat 

yang sifatnya khusus dan termasuk salah satu jenis dana penyesuaian, dana tersebut adalah 

dana otonomi khusus. 

Sejak 1 Juni 2010, pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan Program Jaminan Kesehatan 

Aceh (JKA) dengan target semua penduduk dari segala strata sosial dibebaskan dari beban 

finansial saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan termasuk 

Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota, RSUD Provinsi Aceh, 

dan juga RS Pusat Rujukan di dalam dan luar Aceh.  JKA merupakan jaminan kesehatan 

pertama di Indonesia yang mempunyai kepesertaan seluruh masyarakat aceh (Universal 

Health Coverage). Dengan JKA, masyarakat Aceh dapat mengakses sarana pelayanan 

kesehatan berkualitas yang dibangun lebih baik pasca-rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Program JKA kemudian dirubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh 

(JKRA). 



 

 

 

                            

Gambar 1. Peta Provinsi Aceh. 

Berdasarkan data dari BPS  yang dirilis pada Agustus  2022,  Jumlah penduduk Aceh yang 

masuk dalam ketegori Penduduk Usia Kerja (PUK) sebanyak 4.019.977 jiwa. Sedangkan yang 

masuk dalam kategori angkatan kerja sebanyak 2.552.562 orang. Dari jumlah tersebut 

penduduk yang bekerja sebanyak 2.394.994 jiwa dan yang masuk pengangguran terbuka 

sebanyak 157.568 jiwa. Sementara itu, penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja sebesar 

1.467.415 orang (Terdapat 370.839 orang yang sekolah, yang mengurus rumah tangga ada 

867.501 orang dan lainnya 229.075 orang). Dengan demikian jika dipresentase, tingkat 

partisipasi angkatan kerja sebesar 63.50 persen sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka 

sebesar 6.17 persen. Sedangkan pekerja tidak penuh sebanyak 922.075 orang. Rinciannya, 

setengah penganggur sebanyak 240.455 orang dan pekerja paruh waktu 671.620 orang.  



 

 

 

 

Menilik tenaga kerja berdasarkan wilayah tinggal penduduk, BPS menyebutkan bahwa 

Penduduk Aceh yang tinggal di perkotaan sangat banyak yang bekerja pada jasa 

kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Jumlah rerata dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu 

245 ribu orang.  Jumlah ini sempat mengalami penurunan pada Februari 2022 sebesar 210 

ribuan. Pekerjaan kedua yang banyak dilakukan penduduk kota di Aceh yaitu bekerja di sektor 

pertanian, perkebunan, kehutanan perburuan dan perikanan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja 

di sektor tersebut terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2020 bulan 

Februari sebanyak 103.893 orang. Sedangkan pada bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 

135.658 orang. Masih sangat sedikit penduduk Aceh kota yang bekerja di sektor pertambangan 

dan penggalian (sebanyak 6.430 orang), listrik gas dan Air minum (5.258 orang).  (lihat tabel 

di bawah)  

 

 



 

 

 

 

Sedangkan penduduk Aceh yang tinggal di pedesaan lebih banyak yang bekerja di sektor 

perkebunan, perikanan, pertanian dan perburuan dengan jumlah sebesar 834.334 orang pada 

Agustus 2022. Dengan jumlah yang dari tahun ke tahun relatif sama atau tidak terjadi 

penurunan yang tajam. Rerata 800 Ribu penduduk bekerja di sektor ini. Sedangkan penduduk 

desa yang bekerja di sektor listrik, gas dan air minum masih sangat sedikit yaitu 4.097 orang, 

lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebanyak 

15.240 orang.  

 



 

 

 

Jika membaca pada relasi antara pendidikan dan lapangan pekerjaan utama, dinyatakan bahwa 

tenaga kerja lulusan pendidikan penduduk Aceh di wilayah perkotaan paling banyak lulusan 

SMU yaitu sebanyak 270.954 orang. Setelah itu universitas yaitu sebanyak 164.102 orang. Di 

Banda Aceh, BPS menyatakan Kota Banda Aceh menjadi juara dalam Indeks SDM Unggul 

berada di urutan pertama daripada kota-kota lain di seluruh Indonesia. Pada 2021, 26,7% 

penduduknya berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Jauh di atas rata-rata nasional yang 

hanya 7,3%.   

 

Sedangkan kalau membaca kondisi ketenagakerjaan berdasarkan kabupaten-kabupaten di 

Aceh, BPS menyatakan bahwa kota Lhokseumawe memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka 

paling besar daripada kabupaten-kabupaten lain yaitu sebesar 11.16 persen. Sedangkan daerah 

yang memiliki TPT terkecil yaitu kota Bener Meriah yaitu sebesar 1.24 persen.  



 

 

 

 

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA 

− BIDANG KESEHATAN 

1. Anggaran Kesehatan Provinsi Aceh. 

− Struktur APBD Provinsi Aceh tahun 2023 untuk bidang kesehatan untuk 

belanja daerah sebesar Rp.294.084.700.381,- dengan belnja operasional 

sebesar Rp.223.864.907.216,- dan belanja modal sebesar Rp.70.219.793.165,- 

− Untuk Anggaran DAK Fisik Provinsi Aceh tahun 2023 sebesar 

Rp.501.520.010.770,- dengan menitikberatkan pada tiga program kegiatanb, 

yaitu penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting, 

pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan. 

− DAK Non Fisik untuk tahun 2023 sebesar Rp.487.410.567.194,- dengan 

rincian untuk BOK Provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas. 

− Prioritas pembangunan kesehatan Aceh untuk tahun 2023 adalah: 

▪ Meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup;  

▪ Menurunkan Persentase Balita Stunting; 

▪ Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup; 

▪ Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup, 

dan; 

▪ Persentase Rumah Sakit Regional Yang Fungsional di 5 Kabupaten/Kota 

serta iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). 

 



 

 

 

− Kendala yang dihadapi: 

▪ Masih banyak tenaga kesehatan di daerah yang belum terlatih Penanganan 

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.  

▪ Masih ada Tenaga Gizi Puskesmas (TPG) yang belum melakukan 

penginputan data Balita kedalam aplikasi Elektornik Pencatatan dan 

Pelaporan Gizi Berbasis Mayarakat (E-PPGBM) akibat dari kekurangan 

fasilitas pendukung yang diperlukan.  

▪ Sumber Daya Kesehatan di daerah Kabupaten/Kota masih mempunyai 

tantangan dalam jumlah, distribusi dan kompetensi yang belum memadai 

terutama 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar di Puskesmas. Dari total 

362 Puskesmas yang ada di Aceh, baru 257 Puskesmas yang memenuhi 

standar dan 105 Puskesmas belum memenuhi standar 9 jenis tenaga 

Kesehatan sesuai standar.  

▪ Tidak adanya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penempatan atau 

pendistribusian Tenaga Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota. 

▪ Untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional di 5 (lima) 

Kabupaten/Kota di Aceh ketersediaan anggaran belum sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2. Gambaran Penyakit Menular di Aceh 

Jumlah kasus TBC Sensitif Obat di Aceh yang ditemukan dan diobati pada tahun 

2022 adalah sebanyak 11.080 kasus. Kasus terbanyak terdapat pada Kabupaten 

Pidie sebanyak 1.154, sedangkan kasus terendah terdapat di Kota Sabang 

sebanyak 31 kasus. 

No Kabupaten/ Kota Total kasus 

1 Kab. Simeulue 202 

2 Kab. Aceh Singkil 197 

3 Kab. Aceh Selatan 772 

4 Kab. Aceh Tenggara 352 

5 Kab. Aceh Timur 824 

6 Kab. Aceh Tengah 267 

7 Kab. Aceh Barat 290 

8 Kab. Aceh Besar 437 

9 Kab. Pidie 1.154 

10 Kab. Bireuen 876 

11 Kab. Aceh Utara 1.021 



 

 

 

12 Kab. Aceh Barat Daya 265 

13 Kab. Gayo Lues 226 

14 Kab. Aceh Tamiang 452 

15 Kab. Nagan Raya 385 

16 Kab. Aceh Jaya 147 

17 Kab. Bener Meriah 108 

18 Kab. Pidie Jaya 167 

19 Kota Banda Aceh 1.131 

20 Kota Sabang 31 

21 Kota Langsa 486 

22 Kota Lhokseumawe 874 

23 Kota Subulussalam 416 

Total 11.080 

 

Secara capaian persentase penemuan dan pengobatan Kasus TB di Aceh pada 

tahun 2022 sebesar 55% dari total kasus estimasi 20.125. Sementara kasus 

sembuh dan pengobatan lengkap sebesar 89% dari target 90%.  

Penemuan kasus tahun 2023 (Januari-Juni) sudah 22% dari total kasus 21.289, 

dengan kasus sembuh dan pengobatan lengkap Januari – Juni tahun 2023 sebesar 

77%.  

Terkait TB Resisten Obat pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 30% atau 177 

kasus.  

 

Untuk HIV/AIDS, secara keseluruhan kasus HIV/AIDS di Aceh dari tahun 2004 

- 2023 yang tercatat sebanyak 2.089 kasus tersebar di 23 kabupaten/kota.  

Kasus HIV/AIDS Januari – Juni 2023 yang sudah ditemukan sebanyak 155 kasus 

(120 HIV dan 35 AIDS). ODHIV mulai Anti Retroviral Theapi (ART) pada tahun 

2022 sebesar 100% dai total kasus 277 kasus. 

 



 

 

 

 

Sedangkan untuk malaria, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kabupaten/kota yang 

sudah eliminasi malaria sebanyak 22 kabupaten/kota. Hanya 1 kabupaten lagi 

yaitu Kabupaten Aceh Jaya yang direncanakan penilaiannya tahun 2023. 

Terkait kasus malaria di Aceh pada tahun 2022 sebanyak 137 kasus, jauh 

menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 324 kasus. Sementara Januari – Juni 

2023 terdapat 88 kasus (Aceh Jaya sebanyak 5 kasus). 

 

 

Untuk DBD, pada tahun 2022 sebanak 2.079 kasus, kasus terbanyak terjadi di 

Kota Banda Aceh yaitu 366 kasus. 

Periode Januari – Juni 2023 sudah terdapat 1.122 kasus dengan kasus terbanyak 

di Aceh Besar yaitu 196 kasus. 



 

 

 

 

3. Penanganan Stunting 

Berdasarkan data EPPGBM bulan Juni tahun 2023 Prevalensi Anak Stunting 

di Provinsi Aceh menunjukkan 6,76 % dari jumlah Balita 395.069 anak. Dari 

23 Kabupaten/Kota terdapat 3 Kabupaten/Kota tertinggi diantaranya Kota 

Subulussalam 25,28%, Pidie Jaya 13,98% dan Bener Meriah 11,98 %.  Berikut 

Grafik Prevalensi Anak Stunting Provinsi Aceh Periode Bulan Juni tahun 

2023. 

Berdasarkan data SSGI pada Tahun 2022 angka stunting secara nasionalmasih 

di angka 31,2 walaupun sudah ada penurunan, namun masih berada pada 

urutan 5 secara nasional. Dengan mengacu pada angka stunting yang masih 

tinggi belum berani memberikan target yang sama dengan target nasional pada 

Tahun 2024 tetapi menetapkan target nasional sebesar 19,01 persen dan ini 

pun bukan pekerjaan yang ringan dan sangat dibutuhkan dukungan, 

komitmen dan kerjasama dari semua pihak. 



 

 

 

 

Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah: 

▪ pada koordinasi, konvergensi dan integrasi program dan kegiatan. 

▪ masih terdapat pemahaman yang berbeda pada pelaksanaan aksi 

konvergensi 

▪ penyusunan dan pelaksanaan program yang masih bellum maksimal, 

terutama masih lemahnya SDM tim pendamping dan belum terlibatnya 

masyarakat secara menyeluruh. 

▪ kolekting data dan masih lemahnya kesekretariatan TPPS baik Prov, 

kota/kabupaten, dan desa. 

 
4. Pengawasan Obat dan Makanan 

Selain Balai POM di Banda Aceh, terdapat 2 Loka POM yang terdapat di 

Kabupaten Aceh Tengah, dengan wilayah kerja melakukan pengawasan untuk 4 

kabupaten dan Kabupaten Aceh Selatan dengan wilayah kerja 2 kabupaten dan 1 

kota. 

Kendala yang dihadapi : 

▪ Wilayah kerja Balai Besar POM Banda Aceh beserta loka meliputi 23 

Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana yang banyak dan tersebar luas dengan 

jarak tempuh antar cukup jauh. Sementara jumlah SDM terbatas. Hal ini 

menyebabkan belum semua sarana dapat diperiksa dan diawasi secara 

menyeluruh. 

▪ Masih kurangnya kepatuhan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. 



 

 

 

▪ Dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan belum 

maksimal, sehingga masih kurangnya respon tindak lanjut dari pemerintah 

daerah terkait hasil pengawasan obat dan makanan. 

 

5. Pelaksanaan JKN di Provinsi Aceh 

Peserta JKN per 30 Juni 2023 sebanyak 5.388.175 atau sebesar 99,19%. Untuk 

keaktifan peserta sebesar 98,94%, atau sebanyak 5.374.523 peserta. 

Jumlah FKTP yang bekerjasama tahun 2023 sebanyak 625 FKTP, berkurang 5 

dari tahun 2022 sebanyak 630 FKTP. Dari 625 FKTP tersebut, sebanyak 58% 

adalah Puskesmas, sisanya adalah klinik swasta, klinik TNI/Polri, dokter/dokter 

gigi praktik mandiri, dan RS type D Pratama. 

Kendala yang dihadapi adalah terkait kerjasama BPJS Kesehatan dengan 

Pemerintah Aceh tentang Jaminan Kesehatan Aceh, dimana masih terdapat 

hutang iuran untuk tahun 2022 sebesar Rp.64.297.131.300,-  sekaligus terdapat 

kewajiban pembayaran iuran atas penetapan peserta tahun 2023, sehingga masih 

dibutuhkan anggaran sebesar Rp.700.000.000.000,- untuk mencukupi 

kekurangan penganggaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh.   

 

− BIDANG KETENAGAKERJAAN 

 

1. Pagu Anggaran Ketenagakerjaan 

Pagu Anggaran Ketenagakerjaan di provinsi Aeh terdiri dari dua sumber dana 

APBA dan APBN. Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 17.292.925.830 

dan pada tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.763.517.384, dengan 

target program sebagai berikut : 

Tahun Sumber Pagu Anggaran Target Utama 

2022 APBA Rp. 13.490.957.830 Program Pelatihan Kerja, 

Penempatan Tenaga Kerja, 

Hubungan Industrial, 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 



 

 

 

2022 APBN Rp.3.801.968.000 Program Pendidikan dan 

Pembinaan baik pada 

bidang penempatan kerja, 

pengawas Ketenagakerjaan 

dan hubungan Industrial 

2023 APBA Rp.10.342.471.384 Program Perencanaan 

Tenaga Kerja, Pelatihan 

Kerja, Penempatan Tenaga 

Kerja, Hubungan Industrial 

dan Pengawas 

Ketenagakerjaan 

2023 APBN Rp. 3.421.046.000 Program Pendidikan dan 

Pembinaan baik pada 

bidang penempatan Tenaga 

kerja, Pengawas 

Ketenagakerjaan dan 

Hubungan Indsutrial 

 

beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah Provinsi 

Aceh selama tahun 2022 hingga Juli 2023 antara lain : 

▪ Rendahnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berdampak 

pada rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja 

▪ Rendahnya kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang 

berdampak pada pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

▪ Belum Optimalnya Peran Lembaga Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga kerja 

▪ Keterbatasan Tenaga Mediator Hubungan Industrial dan pegawai 

pengawas Ketenagakerjaan serta sarana prasarana yang kurang 

memadai 

 

 

 

 



 

 

 

2.  Data Perusahaan dan Tenaga Kerja  

    Adapun jumlah Perusahaan dan Tenaga kerja di Provinsi Aceh berdasarkan WLKP 

(Online) adalah sebagai berikut : 

  

Jenis Perusahaan Jumlah 

Perusahaan 

Tenaga Kerja Jumlah 

Mikro 7.521 Laki-laki 45.164 

Kecil 545   

Menengah 362 Perempuan  9.794 

Besar 116   

Total 8.544 Total 54.958 

 

 

 

  

3.  Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  

Adapun kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Aceh pada Periode 10 Juli 

2023 

  

  



 

 

 

 

 

Hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja formal 

adalah sebagai berikut : 

▪ Kepatuhan badan usaha wajib daftar yang masih rendah 

▪  Perizinan usaha melalui OSS  syarat sudah terdaftar dalam 

kepesertaan tidak  merupakan mandatori. Berbeda pada saat sebelum 

berlakunya OSS badan usaha yang ingin mengajukan izin usaha wajib 

mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan 

▪ Dengan adanya program JKRA, pemberi pekerja merasa sudah cukup 

untuk         pelindungan jaminan sosial tenaga kerja  

▪ Sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan yang belum 

mendaftarkan tenaga kerja atau sebagian tenaga kerja belum 

terlaksana dengan optimal 

4.  Banyak PMI dari Aceh yang berangkat secara non prosedural. Mereka 

berangkat melalui Kepulauan Riau dan Kualanamo. Meski begitu, BP3MI 

hanya menangani satu orang dari banyak PMI yang tak berdokumen tersebut 

untuk tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan untuk PMI yang menjadi korban 

TPPO selama tahun 2021 sebanyak 3 orang. Begitupun tahun 2023 sebanyak 3 

orang. Sedangkan tahun 2023 hingga bulan juli terdapat 1 kasus yang ditangani.  

 

 

 

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi BP3MI dalam melaksanakan 

tugas pelindungan pada PMI adalah : 



 

 

 

▪ Tidak adanya perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) pusat ataupun cabang yang ingin keluar negeri melalui skema P 

to P (Penempatan kerja  melalui perusahaan) harus mengikuti seleksi di 

luar provinsi Aceh 

▪ Beberapa negara penempatan memiliki alat standar kesehatan yang 

dipasang khusus pada Rumah sakit/ klinik tertentu. Hambatannya, 

SARKES CPMI yang ingin MCU untuk beberapa negara tertentu harus 

berangkat keluar dari Provinsi Aceh 

▪ Luasnya wilayah kerja Provinsi Aceh dan minimnya Anggaran 

sosialisasi BP3MI Aceh terkait penempatan dan  pelindungan PMI 

secara prosedural menjadi tantangan besar bagi  BP3MI Aceh untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat  yang berada di 23 

Kabupaten/kota Provinsi Aceh 

▪ Cara PMI asal Aceh  bekerja ke luar negeri terutama untuk negara 

penempatan Malaysia tidak sesuai peraturan yang telah diatur oleh 

pemerintah Indonesia. Kebanyakan warga Aceh yang bekerja ke negara 

penempatan Malaysia berangat dengan paspr tanpa visa kerja. Beberapa 

tahun bekerja di Negara penempatan, Visa kerja/Permit dikeluarkan 

oleh user/majikan. Hal itu membuat petugas imigrasi dan BP3MI Aceh 

kesulitan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen PMI karena diawali 

dengan keberangkatan tanpa dokumen. 

 

 

IV. REKOMENDASI 

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan 

dukungan anggaran khusus untuk pengembangan RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh 

agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, terutama 

dalam hal pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (terutama dokter spesialis), 

kurangnya kapasitas pada instalasi gawat darurat, serta kurangnya fasilitas medis 

seperti CT-Scan dan MRI.  

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan BKKBN RI berkolaborasi 

dalam tugasnya masing-masing untuk melakukan intervensi spesifik dan intervensi 



 

 

 

sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh mengingat masih 

tingginya angka stunting di Provinsi Aceh. 

3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan 

seluruh lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan terobosan-

terobosan untuk meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS, terutama kepesertaan  

pekerja rentan  

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi 

dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan lembaga terkait untuk memperbanyak lapangan 

pekerjaan dengan memastikan dapat menyerap banyak tenaga kerja dari Aceh 

 

V. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada masa reses ke Provinsi Aceh 

ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX 

DPR RI, Pemerintah Provinsi Aceh beserta seluruh SKPD dan instansi terkait, serta 

khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan 

Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, 18 Juli 2023 

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI 

KE PROVINSI ACEH 

KETUA TIM, 

 

Ttd. 

 

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. 

A-425 

 

 

  


